LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR (2}, SERI A NOMOR (2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang  : a.
b,
C.
Mengimgat li

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa berdasarkan Pasal 15 avat (4) Peraturan Menteri Dalam

Nlvovoas Namaae T3 Toiliiaes WML vivnener svnosen & l...-‘ '!\~r)l')ﬁ cenh

segery Nomer 13 Tahwgn 208 S yong menyatakan APEDR selag
tahun ditetapkin dengan Peraturan Dacerah;

bahwa Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (APRD) vang diajnkan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah Tahun Anggaran 2020 vang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum Angparan APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang tclah disepakati bersama antara
Pemerintah Kabupaten Samosir dengan DPRD  Kabupaten
Samosir;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
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Kabupaten Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undiang-Undang Dasar Negara Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang .../
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IJndnng-l.Indnng Nomor 17 Tahun 2003 tentaneg Keuanean
Negara (Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomar 2% Tahon 2002 tentang Pemhentiulan
Kabupaten Samosir dan sSerdang Bedagai di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Nepara Republik  Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

N .1”!/1fw}-
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
wembaran Negara Republik i
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemierintah Pasal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembatan Negara Repubitk indonesia Nomor 44338,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nepara
Repubiik indonesia Nomor H04%);

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undanp-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor H8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Timbohian  Lembaran Negara Republik
Indonesia Maomaor 46H70);

Peraturan Pemerimtah Nomaor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahaon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan ..... /
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16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerith (Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor H887, Tambalun  Lembaran Negara Republik
Indonecia Nomar SXK7) wehagaimana telah dinhah denean
Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerntabh Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat  Dacerah (Lembaran Negara Republik

Indonesin Tahun 2000 NMuner 187, Tumboehan ooy
a Tahun 2010 Mo 187, Tumbuahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah
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Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
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Rakvat  Dacrah (Lembaran  Negara Republik
Nomor 106, Tambahan Lembaran

Perwakilan
Indonesia Tahun 2017
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 wntang Pengadaell
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teiah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentern Dalam

Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Ne seri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan  Keuangan Dacrah (Berta  Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Menteri Daliom Neperi Nomor O Tahun 2013 tentang

Penerapan  Standar Aluntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

L 7. reraturan ... /
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17. Peraturan Dacrah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A
Nomor 0);

18. Peraturan Dacrah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Dacrah Kabupaten Samosir
(Lembaran Dacrah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40
Seri D Nomor 28);

Dengan Perscetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DAN
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSIKAN:

Menctapkan @ PERATURAN  DAERALL TEENTANG  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BIELANJA DALRAI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Angearan Pendapatan dan Belania Dacrah Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut:

1. Pendapatan Daecrah ............on, Rp. 926.032.289.529,00
2. Belanja Dacrah ... Rp. 937.456.052.467.00
Surplus/defisit ....ccccerveiiieneeieeeerinnn. ( Rp.11.423.762.938,00)
3. Pembiayaan Daerah terdin dari:
1. Penerimaan ... Rp. 15.423.762.938,00
2. Pengeluaran ......icooooieiiiiniiiionitionn. Rp. 4.000.000.000,00
Pembiayaan Netto .....ccocoiiiiiiiiiiniiiinnn Rp.
11.423.762.938,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Dacrah scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri I‘
dari : »
a. Pendapatan Asli Dacrah sejumlah Rp. 71.993.820.280,00
b. Dana Perimbangan scjumlah Rp, 668.389.756.000,00
¢. Lain-Lain Pendapatan Dacrah yang sah RpI185.648.713.249,00

(2) Pendapatan, .../
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(2) Pendapatan Asli Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan
a. Pendapatan Pajak Dacrah sejumlah Rp.18.473.236.900,00.
b. Hasil Retribusi Dacrah seiumlah Rp. 9.256.792.960.00.
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan secjumlah
Rp.5.000.000.000,00.
d. Lain-Lain Pendapatan  Asli Daerah  Yang  Sah scjumlah
KP.39.203.790 .40 20,00,
(3) Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan
a. Dana Bag Hasil Pajak/Bukan Pajak scjumlah
Rp.12.333.404.000,00.
b. Dana Alokasi Umum scjumlah Rp. 470.064.939.000,00.
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 185.991.413.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Dacrah vang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya s¢jumlah Rp. 20.534.555.249,00
O, Dana  ronyoasuaian  dain Olononmn miusus  scjuinian

Rp.165.114.1548.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Dacrab sebapaimana dimakesud dalion Pasal 1 terdiri dari:
i, Belanga Tidak Lanpsuny: scjumlah Rp. 522.029.029.1 12,00
b Belango Langsung seponlah Rpe < 15.427.023.355,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai scbesar Rp. 310.294.466.756,00.
b. Belanja Hibah sebesar Rp. 38.038.081.070,00.

i [Ramtaans v Cacial calvacar R A 270 OO0 ONOND DD
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Sy hoeian cgial sehesar Re, 4.370.000.000 00,

d. Belanja Bagi Hasil Kepadio Pemerintahan Desa sebesar
Rp. 2.773.002.986,00

¢. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
sebesar Rp.157.552.875.200,00.

. Belanja Tidak Terdugin sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

(3) Belanja Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdirt dari jenis belanga
a. Belanja Pegawai sejumlai Rp. 20.009.097.029,00

b. Belanja .../

er————
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b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 211.963.123.997,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp.176.554.802.329,00

Fasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah sehagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumlah  Rp. 15.423.762.938.,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebhagaimana dimaksud pada avat (1) hurul o terdiri
dari jenis pembiayaan:
Sisa Lebih Perhitunean Anggaran Tahun Anggaran scbelumnva
(STILPA) scjumlah  Rp. 15.123.762.938,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan:
Fenyertaan  Modai {investasi) Pemerintan | Daerah sebesar

Rp. 4.000.000.000,00.

lanjut Angooran Pends
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, scbhagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagiun vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiranl Ringkasan APBD;

o

Lampiran I Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan
Dacrah dan Orgunisasi;

3. Lampiran Il Rincian APBD  menurut urusan  Pemerintahan
Dacrah,  Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah. Organisasi. Program dan
Kepiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Beliga Dacrah untuk  Keselarasan
dimn Keterpaduan Urasan Pemerintahan Dacrah
it oy dadinm Keranpka,  Fengeioksin
Rewangin Daerah,

b Lampiran VI Daltar Juilah Pepawai Per Golongan  dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VIl Daftar Pratamyg Dacrah;

Lampiran VI Daltar Penvertaan Modal (Investasi) Dacrah;

Y. Lampii.,. . /
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9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Asct tetap Daerah;

10, Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan  dan Pengurangan
ABCU L b,

11 Lampiran XI Daftar Kepindan-kepiatan Tahun scbelumnya yang
belum  diselesaikan dan dinnggarkan  kembali
dakivm b anpgsaran ini;

P20 Lampiran XIT - Daltar dima cadangan daeraly:

13, Lampiran XIT Daftare pinjaman dacrah;

Pasal 6
Retentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020

s e e T e e haeas
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Pasal 7
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
r\z:,(n b\,\.mp Giraiig uu,nh\,u\:unu)u, mcincrintahkan PplliguiiGangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah

Kabupaten Samosir.

Ditetapkan  di Pangururan
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Dxundangkan di Pangururan

pada tarfggal 7 el 2019
SE:(RETARIS DAERAH

.y T
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Drs JABIAT/ SAGALA M.Hum
PEMBINA«UTAMA MADYA
NIP, 19631212 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR (3 SERI A.NOMOR {2
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